SALINAN

WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 212 ayat (1)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
pembentukan dan Susunan Perangkat daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Depok;

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



Menetapkan

4.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan
WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Kota adalah Kota Depok.

2. Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut

Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah sebagai Unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan Pemerintahan yang menjadi

Kewenangan Daerah Otonom.



10.

11.

12.
13.

14.

Walikota adalah Walikota Depok.

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Depok.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Depok.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota
Depok.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KotaDepok.
Sekretariat Dewan = Perwakilan  Rakyat  Daerah
selanjutnya  disingkat Sekretariat DPRD adalah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Depok.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya
disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah KotaDepok.

Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah
Kota Depok.

Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Depok.

Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Depok.

Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah Unsur pelaksana
teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan Teknis
Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu.

Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah Unsur Pelaksana
Teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis
Operasional dan/atau kegiatan Teknis penunjang

tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah

dengan susunan sebagai berikut:

a.

Sekretariat Daerah Kota Depok merupakan Sekretariat
Daerah Tipe A;

Sekretariat DPRD Kota Depok merupakan Sekretariat
DPRD Tipe A;

Inspektorat Daerah Kota Depok merupakan Inspektorat
Daerah Tipe A;

Dinas Daerah Kota Depok, terdiri dari :



.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan Wajib Bidang Pendidikan;

.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan Wajib Bidang Kesehatan;

.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

.Dinas Perumahandan Permukiman Tipe A

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman dan Bidang Pertanahan;

.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan

Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;

.Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanTipe A

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran;

.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan Wajib Bidang Sosial;

.Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan Wajib Bidang Tenaga Kerja dan Urusan

Pemerintahan Pilihan Bidang Transmigrasi;

.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
Wajib Bidang Pangan serta Urusan Pemerintahan
Pilihan Bidang Pertanian, Bidang Kelautan dan

Perikanan;

10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A

11.

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib
Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan
Pilihan Bidang Kehutanan,;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib
Bidang Administasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil;



12. Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat
dan Keluarga Tipe A menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Wajib Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,;

13. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib
Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang

Persandian, dan Bidang Statistik;

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Wajib Bidang Penanaman Modal;

16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib
Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan;

17.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
WajibBidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

18. Dinas Pemuda, Olah Raga,Kebudayaan dan
Pariwisata Tipe A menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olah
Raga dan Bidang Kebudayaan serta Urusan
Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata;

19. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pilihan
Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian;

Badan Daerah terdiri dari :

1.Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Tipe A menyelenggarakan
fungsi  penunjang Perencanaan, dan  fungsi
penunjang Penelitian dan Pengembangan,;

2.Badan KeuanganDaerah Tipe A menyelenggarakan
fungsi penunjang Keuangan;

3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 3



